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Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada
perencanaan pembangunan di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan
Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. LPM merupakan lembaga kemasyarakatan
yang berfungsi sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung
aspirasi masyarakat serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan masih perlu ditingkatkan sehingga diperlukan peran aktif LPM
dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Ketua
LPM, pengurus LPM, aparat kelurahan, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan
masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang
meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus
penelitian mengacu pada teori Jim Ife yang meliputi peran LPM sebagai
fasilitator, mediator, dan motivator. Hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan gambaran mengenai peran LPM dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat pada perencanaan pembangunan serta menjadi bahan masukan
bagi pemerintah kelurahan dan LPM dalam meningkatkan kualitas partisipasi
masyarakat.
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1. INTRODUCTION

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan

yang memiliki

peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di tingkat kelurahan. LPM berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat yang

membantu pemerintah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, mendorong prakarsa dan
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swadaya masyarakat, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Peran
tersebut menempatkan LPM sebagai salah satu penghubung penting antara masyarakat dan
pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif.

Secara normatif, peran LPM diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Peraturan tersebut
menegaskan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menempatkan partisipasi masyarakat
sebagai salah satu unsur penting dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian,
keterlibatan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih sesuai
dengan kebutuhan, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum
selalu berjalan secara optimal. Rendahnya kehadiran masyarakat dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), terbatasnya penyampaian ide dan usulan, serta
dominannya peran pemerintah dalam menentukan arah pembangunan menunjukkan masih
adanya kesenjangan antara konsep pembangunan partisipatif dengan kondisi di lapangan.
Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan
informasi, tingkat pendidikan, kepercayaan masyarakat, maupun belum optimalnya lembaga
yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, LPM dituntut mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator,
mediator, dan motivator. Sebagai fasilitator, LPM berperan menjembatani penyampaian aspirasi
masyarakat; sebagai mediator, LPM menghubungkan kepentingan masyarakat dengan
pemerintah kelurahan; sedangkan sebagai motivator, LPM mendorong kesadaran dan
keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Efektivitas ketiga peran tersebut menjadi
penting karena keberhasilan pembangunan partisipatif tidak hanya ditentukan oleh kebijakan
pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memperoleh ruang dan dorongan untuk
terlibat dalam proses perencanaan.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Kelurahan Guntung Manggis, di mana partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih menunjukkan indikasi belum optimal. Hal
ini antara lain terlihat dari rendahnya kehadiran masyarakat dalam Musrenbang, terbatasnya
kontribusi ide atau usulan pembangunan, serta masih kuatnya peran aparat dalam menentukan
arah pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu dikaji lebih
lanjut, khususnya mengenai sejauh mana LPM menjalankan perannya dalam mendorong

partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.



Penelitian mengenai peran LPM penting dilakukan karena keterlibatan masyarakat
merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat lokal.
Kajian ini tidak hanya dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi LPM sebagai
fasilitator, mediator, dan motivator, tetapi juga mengidentifikasi faktor penghambat serta upaya
yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya
mengenai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, sekaligus menjadi bahan
evaluasi bagi pemerintah kelurahan dan LPM.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada
perencanaan pembangunan di Kelurahan Guntung Manggis, mengidentifikasi faktor-faktor yang
menghambat partisipasi masyarakat, serta menganalisis upaya LPM dalam meningkatkan
keterlibatan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada peran LPM sebagai fasilitator, mediator,
dan motivator, bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta faktor

pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada perencanaan
pembangunan di Kelurahan Guntung Manggis. Penelitian berfokus pada peran LPM sebagai
fasilitator, mediator, dan motivator, bentuk partisipasi masyarakat, serta faktor yang mendukung dan
menghambat partisipasi masyarakat.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa
informan memiliki pengetahuan, keterlibatan, dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian.
Informan terdiri atas Ketua LPM Kelurahan Guntung Manggis sebagai informan kunci, lurah atau
aparat kelurahan sebagai informan utama, serta tokoh masyarakat dan ketua RT/RW sebagai
informan pendukung.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi
dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan perencanaan pembangunan dan keterlibatan
masyarakat, khususnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Wawancara
dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang disesuaikan dengan
fokus penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen kegiatan

Musrenbang, struktur organisasi LPM, notulen atau hasil musyawarah, daftar hadir, dan foto
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kegiatan. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang
komprehensif sekaligus mendukung triangulasi data.

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian, dengan pedoman wawancara, lembar
observasi, dan dokumentasi sebagai instrumen pendukung. Keabsahan data dilakukan melalui
triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai
informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data,
penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan
menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan berdasarkan fokus penelitian. Data yang
telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk
mengidentifikasi pola dan hubungan antartemuan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dan diverifikasi
secara terus-menerus dengan membandingkan berbagai sumber data hingga diperoleh temuan yang
kredibel mengenai peran LPM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada perencanaan

pembangunan di Kelurahan Guntung Manggis.

3. FINDINGS AND DISCUSSION
Penelitian mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Kelurahan Guntung Manggis dilakukan
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informasi diperoleh dari Ketua dan Pengurus LPM,
aparat kelurahan, Ketua RT, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa LPM telah menjalankan perannya sebagai fasilitator, mediator, dan motivator dalam proses
perencanaan pembangunan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama
belum meratanya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta kurangnya pemahaman
sebagian masyarakat mengenai fungsi LPM.
3.1 Peran LPM sebagai Fasilitator
Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM Kelurahan Guntung Manggis telah menjalankan
perannya sebagai fasilitator melalui penghimpunan aspirasi masyarakat, penyediaan ruang
partisipasi, penyampaian informasi mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), serta pendampingan dalam penyusunan usulan pembangunan.
Berdasarkan wawancara dengan Ketua dan Pengurus LPM, aspirasi masyarakat dihimpun
melalui Ketua RT, pertemuan warga, maupun penyampaian langsung kepada pengurus LPM.
Usulan tersebut kemudian dikumpulkan dan dibahas bersama Pemerintah Kelurahan dalam
forum Musrenbang untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan

masyarakat dan kemampuan anggaran.



3.2

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan Ketua RT yang menyatakan bahwa koordinasi
dengan LPM berjalan baik dalam menghimpun dan menyampaikan usulan masyarakat. Dari
sisi masyarakat, LPM dinilai cukup terbuka dalam menerima masukan mengenai kebutuhan
lingkungan, seperti perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan, dan fasilitas umum.
Dokumentasi kegiatan Musrenbang dan daftar hadir juga menunjukkan adanya keterlibatan
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruh masyarakat
berpartisipasi secara aktif dan tidak semua usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan
anggaran serta penentuan skala prioritas. Dengan demikian, peran LPM sebagai fasilitator
telah berjalan cukup baik, tetapi masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelibatan
masyarakat secara lebih merata.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep Jim Ife bahwa fasilitator berperan menciptakan
kondisi yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan
menentukan arah pembangunan. Dalam konteks penelitian ini, LPM tidak hanya menerima
aspirasi, tetapi juga menyediakan ruang dan mekanisme agar aspirasi tersebut dapat
disampaikan melalui proses perencanaan pembangunan.

Peran LPM sebagai Mediator

LPM juga menjalankan fungsi sebagai mediator dengan menjembatani komunikasi antara
masyarakat, Ketua RT, dan Pemerintah Kelurahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa
usulan masyarakat yang dihimpun melalui Ketua RT maupun secara langsung kepada LPM
selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah dan dibahas dalam Musrenbang.

Ketua LPM dan Pengurus LPM menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan untuk memastikan
aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan dipertimbangkan dalam penentuan prioritas
pembangunan. Ketua RT juga mengungkapkan bahwa LPM membantu memperlancar
penyampaian kebutuhan masyarakat kepada Pemerintah Kelurahan. Sementara itu,
masyarakat menilai keberadaan LPM mempermudah mereka dalam menyampaikan aspirasi
serta memperoleh informasi mengenai perkembangan usulan pembangunan.

Peran mediator juga terlihat ketika terdapat perbedaan antara banyaknya usulan masyarakat
dengan kemampuan anggaran pemerintah. Dalam kondisi tersebut, LPM membantu
menjelaskan mekanisme penentuan prioritas pembangunan dan mendorong penyelesaian
melalui musyawarah. Dengan demikian, LPM tidak hanya bertindak sebagai penyampai
aspirasi, tetapi juga membantu menyelaraskan kepentingan masyarakat dan pemerintah.
Temuan ini sesuai dengan konsep Jim Ife yang menempatkan mediator sebagai pihak yang

menghubungkan berbagai kepentingan, membangun komunikasi, dan mendorong
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3.3

3.4

penyelesaian perbedaan melalui proses musyawarah. Peran tersebut berkontribusi terhadap
terciptanya hubungan yang lebih komunikatif antara masyarakat dan Pemerintah Kelurahan
dalam perencanaan pembangunan.

Peran LPM sebagai Motivator

Sebagai motivator, LPM berupaya meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat
dalam perencanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut
dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai Musrenbang, ajakan kepada masyarakat
untuk menghadiri forum perencanaan, serta dorongan agar masyarakat menyampaikan ide,
saran, dan kebutuhan pembangunan.

Ketua dan Pengurus LPM menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan melalui Ketua RT,
pertemuan masyarakat, maupun pendekatan langsung kepada warga. Ketua RT juga
berperan membantu menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat untuk
berpartisipasi. Dari sisi masyarakat, upaya tersebut dinilai membantu meningkatkan
pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Namun, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Sebagian warga masih belum
aktif mengikuti Musrenbang karena kesibukan pekerjaan, keterbatasan informasi, maupun
kurangnya pemahaman mengenai pentingnya partisipasi. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa fungsi motivator telah berjalan, tetapi perlu dilakukan secara lebih intensif dan
berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan konsep Jim Ife bahwa motivator berperan membangun kesadaran,
semangat, dan kemauan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Dalam
penelitian ini, upaya LPM dalam memberikan informasi, ajakan, dan pemahaman telah
memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterlibatan masyarakat, meskipun belum
menjangkau seluruh warga secara optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran LPM didukung oleh beberapa
faktor, yaitu kerja sama antara LPM dan Pemerintah Kelurahan, koordinasi dengan Ketua RT
dan tokoh masyarakat, serta adanya dukungan dan antusiasme sebagian masyarakat. Kerja
sama tersebut mempermudah proses penghimpunan aspirasi, penyampaian informasi,
pelaksanaan Musrenbang, dan penentuan prioritas pembangunan.

Selain faktor pendukung, terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu belum optimalnya
partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, kesibukan sebagian masyarakat, serta
kurangnya pemahaman mengenai fungsi LPM. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak

seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan dalam waktu yang sama, sedangkan



rendahnya pemahaman sebagian masyarakat menyebabkan keterlibatan dalam Musrenbang
belum merata.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, LPM melakukan peningkatan koordinasi dengan
Pemerintah Kelurahan dan Ketua RT, memberikan sosialisasi mengenai pentingnya
partisipasi masyarakat, serta melakukan komunikasi secara langsung dengan warga. Upaya
tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong masyarakat agar lebih
aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

3.5 Temuan Utama Penelitian
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM Kelurahan Guntung Manggis
telah menjalankan tiga peran utama dalam perencanaan pembangunan partisipatif, yaitu
sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Sebagai fasilitator, LPM menghimpun dan
memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat melalui Musrenbang. Sebagai mediator, LPM
menjembatani komunikasi dan kepentingan masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan.
Sebagai motivator, LPM mendorong masyarakat untuk hadir, menyampaikan aspirasi, dan
terlibat dalam proses pembangunan.
Meskipun ketiga peran tersebut telah berjalan, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal
karena masih terdapat masyarakat yang kurang aktif, keterbatasan anggaran, dan kurangnya
pemahaman mengenai fungsi LPM. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, koordinasi, dan
komunikasi antara LPM, pemerintah, serta masyarakat diperlukan agar partisipasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat semakin merata dan berkelanjutan.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam
Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin
Kota Banjarbaru. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Peran LPM adalah menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam perencanaan
pembangunan partisipatif. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan menghimpun aspirasi
masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan
pembangunan, memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), serta memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menyusun
usulan pembangunan.

Sedangkan Peran LPM sebagai Mediator adalah menjalankan fungsi sebagai mediator dengan
menjembatani komunikasi antara masyarakat dan Pemerintah Kelurahan. Seluruh aspirasi

masyarakat yang dihimpun melalui Ketua RT disampaikan kepada pemerintah dalam forum
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2)

3)

Musrenbang sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar penyusunan program
pembangunan. Selain itu, LPM juga berperan dalam membangun koordinasi dengan
Pemerintah Kelurahan, Ketua RT, tokoh masyarakat, serta masyarakat sehingga proses
perencanaan pembangunan dapat berlangsung secara terbuka, demokratis, dan partisipatif.
Dan Peran LPM sebagai Motivator adalah melaksanakan perannya sebagai motivator dengan
memberikan dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam proses perencanaan
pembangunan. Motivasi dilakukan melalui sosialisasi mengenai pentingnya pembangunan
partisipatif, penyampaian informasi tentang Musrenbang, ajakan kepada masyarakat untuk
hadir dalam forum perencanaan pembangunan, serta pemberian pemahaman bahwa
pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Lembaga Pemberdayaan Kelurahan Guntung
Manggis adalah, Pelaksanaan peran LPM dalam perencanaan pembangunan partisipatif
didukung oleh adanya kerja sama yang baik antara LPM, Pemerintah Kelurahan, Ketua RT,
tokoh masyarakat, dan masyarakat. Adapun faktor penghambat yang ditemukan dalam
penelitian ini meliputi rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, keterbatasan anggaran
pembangunan, kesibukan masyarakat yang menyebabkan tidak seluruh warga dapat
mengikuti Musrenbang, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi
dan peran LPM. Meskipun demikian, LPM terus berupaya mengatasi hambatan tersebut
melalui peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan komunikasi dengan seluruh pihak yang
terlibat dalam pembangunan.

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Guntung
Manggis dalam mendukung perencanaan pembangunan partisipatif adalah dengan
menghimpun aspirasi masyarakat melalui Ketua RT, pertemuan warga, serta forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). LPM juga melakukan koordinasi
secara berkelanjutan dengan Pemerintah Kelurahan, Ketua RT, dan tokoh masyarakat untuk
menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, LPM
berupaya memberikan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan serta mengajak masyarakat untuk aktif menghadiri Musrenbang
dan menyampaikan usulan pembangunan.

LPM juga membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui pendekatan secara
langsung maupun melalui perangkat RT sehingga masyarakat lebih mudah menyampaikan
aspirasi, saran, dan kebutuhan pembangunan. Dalam proses perencanaan, LPM berperan
sebagai penghubung antara masyarakat dan Pemerintah Kelurahan agar setiap usulan dapat

dibahas secara bersama-sama. Selain itu, LPM terus mendorong masyarakat untuk



berpartisipasi tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan serta
pengawasan hasil pembangunan sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan

yang telah dilaksanakan.
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